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ABSTRAK  
Berbagai isu-isu global yang terus menghantui negara-negara di dunia 
menjadi kekhawatiran bersama terutama berkenaan dengan eksistensi 
warga negaranya, Indoensia dan amerika memiliki kesamaan dalam 
penerapan pendidikan kewarganegaraannya hal tersebut dikarenakan 
Indonesia telah menggunakan beberapa sistem dan bahkan kurikulum 
pendidikan kewarganegaraan di amaerika. Berdasarkan kajian literatur 
yang ditemukan oleh penulis bahwa pendidikan kewarganegaraan di 
indoesia dan amerika telah ditemukan banyak kesamaan mulai pada 
kebijakan nasional dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan 
di Amerika Serikat dan Indonesia yang dapat dinilai sebagai pendidikan 
kewarganegaraan yang mengarah lebih dekat ke dalam kontinum 
pendidikan kewarganegaraan maksimal. 
 
Kata kunci : pendidikan kewarnegaraan, perbandingan civics, 
perbandingan pendidikan  
ABSTRACT  

Various global issues that continue to haunt countries in the world are of common 
concern, especially regarding the existence of their citizens, Indonesia and the United 
States have similarities in the application of civic education because Indonesia has 
used several systems and even the civic education curriculum in America. Based on 
the literature review found by the author, civic education in Indonesia and the United 
States has found many similarities starting from national policies and the content of 
the civic education curriculum in the United States and Indonesia which can be 
assessed as civic education that leads closer to the maximum civic education 
continuum 
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Pendahuluan 

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wadah yang sangat vital dalam memberikan pemahaman 
kebangsaan bagi masyarakat suatu negara (Ünal & Kaygın, 2019). Hal ini dikarenakan secara substantif, 
materi kewarganegaraan berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena 
itu, pendidikan kewarganegaraan bertanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, 
menanamkan disiplin sosial dan menumbuhkan komitmen untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan 
(Levy et al., 2023). Melalui pendidikan kewarganegaraan, masyarakat diberikan pemahaman tentang hak dan 
kewajiban, hubungan dengan negara, serta konsep kebangsaan yang muaranya adalah menjadi warga Negara 
berkarakter yang paham akan hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat, maupun Negara (Lin & 
Jackson, 2019). Menurut Joris dan Agirdag (2019), pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya 
menitikberatkan pada pembentukan manusia yang religius, demokratis, cerdas, terampil, dan sejahtera, 
menjadi pribadi yang mencintai serta mampu menjaga nama baik martabat bangsa dan negara. Sementera 
itu menurut Engartner dan Schedelik (2023), sebagai ujung tombak dalam pembangunan bangsa, tujuan 
pendidikan kewarganegaraan bukan hanya untuk mendidik warga negara menjadi goodcitizenship, dengan 
memahami hak dan kewajiban, tetapi juga untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan individu 
warga negara agar paham dengan politik sehingga ikut berpartisipasi dalam sistem politik sebagai 
perwujudan sistem demokrasi. Keseluruhan tujuan tersebut di atas merupakan modal untuk ikut 
berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang baik dalam menjaga harkat dan martabat bangsa di mata dunia. 
Mengingat esensi pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara yang baik, maka 
pendidikan kewarganegaraan menjadi kurikulum yang penting di banyak negara (Gómez & Suárez, 2023).  

Lahirnya pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari perkembangan dan sejarah dari suatu negara. 
Hal ini karena pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh latar belakang suatu bangsa (Feitosa, 2020). 
Dinamika yang terjadi berpengaruh terhadap muatan yang terinternalisasi dalam materi kurikulum sesuai 
dengan keadaan dan kebutuhan negara tersebut. Amerika Serikat menjadikan pendidikan kewarganegaraan 
sebagai media untuk memastikan golongan imigran merasa menjadi bagian dari Amerika sepenuhnya. 
Sementara di bagian Asia Timur, Jepang menjadikan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun 
kembali bangsa Jepang yang kalah dalam perang dunia II dengan berorientasi pada pengalaman, 
pengetahuan dan kemampuan (Piel, 2019). Indonesia mengalami pasang surut perubahan sistem pendidikan 
sejak era kolonialisme (Suwignyo, 2023). Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hanya kaum bangsawan 
yang dapat mengenyam pendidikan karena adanya sistem kasta dalam pendidikan masa itu. Kemudian di 
masa pendudukan Jepang, sistem kasta dihilangkan sehingga kaum menengah ke bawah bisa mengecap 
pendidikan. Meski Jepang menerapkan kurikulum yang mencampurkan kurikulum Jepang dengan 
kurikulum lokal, pendidikan diarahkan untuk mengaplikasikan Nipponize dan membentuk masyarakat yang 
siap membela Jepang dalam perang dunia II. Kurikulum yang di susun Jepang terkesan hanya untuk 
memobilisasi masyarakat Indonesia untuk kepentingan perang.  Adanya program Jepangisasi memang tak 
berlangsung lama, karena dalam tiga setengah tahun Jepang menyerah kalah dalam perang dunia II. 

Pendidikan kewarganegaraan pada era pasca kolonialisme pun mengalami fluktuasi dan berkembang 
semakin kompleks dan dinamis (Idrus et al., 2020). Pada awal kemerdekaan, upaya untuk membangun 
karakter tercermin dari konsep pembangunan mental (lebih dikenal dengan pembangunan karakter bangsa) 
yang dikemukakan oleh Soekarno untuk membangkitkan mental bangsa yang merasa masih rendah akibat 
penjajahan (Jeffery-Schwikkard et al., 2024). Konsep ini di pandang penting untuk membangkitkan jiwa 
nasionalisme dalam rangka membangun negara yang berdaulat. Selain itu, melalui konsep ini juga nilai-nilai 
karakter ditanamkan kepada masyarakat. Di era globalisasi yang tak terbendung sekarang, urgensi 
pendidikan kewarganegaraan makin terasa untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki wawasan 
kebangsaan, cinta tanah air dan menjadi warga negara yang baik sehingga perlu dipelajari oleh generasi muda 
(Casmana et al., 2022). Sedangkan di Amerika Pelajaran Civics mulai diperkenalkan pada tahun 1790 dalam 
rangka meng-Amerika-kan bangsa Amerika  (Theory of Americanization),  berorientasi pada pendidikan  
karakter, patriotisme, civil  government dan metode  mengajarnya berorientasi  pada Faculty Psychology. Amerika 
Serikat yang merupakan negara asal pelajaran pendidikan kewarganegaraan (Liu, 2023). Amerika Serikat 
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merupakan salah satu negara adikuasa di dunia karena kekuatan ekonomi dan politiknya, serta merupakan 
negara berpengaruh di dunia. Pelajaran Civics atau pendidikan kewarganegaraan mulai diperkenalkan di 
Amerika Serikat dalam rangka “mengamerikakan bangsa Amerika” atau yang terkenal dengan nama “Theory 
of Americanization”. Bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa yang datang di Amerika Serikat dan untuk 
menyatukan menjadi bangsa Amerika maka perlu diajarkan Civics bagi warga negara Amerika Serikat. Dalam 
taraf tersebut, pelajaran Civics membicarakan tentang government, hak dan kewajiban warga negara dan Civics 
merupakan bagian dari ilmu politik (Weinberg, 2021). Namun terdapat kesenjangan prestasi akademik yang 
terus-menerus dan siswa yang semakin beragam di seluruh dunia, banyak negara menghadapi kesulitan serius 
dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Di negara maju seperti Amerika Serikat, skenarionya adalah 
sangat menantang bagi guru yang bekerja dalam konteks pelaksanaan segregasi sekolah didorong oleh 
kesenjangan sosial-ekonomi yang terus- menerus, migrasi, dan etnis, ras, budaya, dan perbedaan linguistik 
(Kayaalp, 2019). 

Perbandingan pendidikan kewarganegaraan di Amerika dan Indoensia dilakukan dengan tujuan untuk 
melihat dan mengkomparasikan sejarah dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara. 
Menurut Tröhler (2023), perbandingan pendidikan merupakan studi yang bertugas membandingkan teori 
dan praktik pendidikan di beberapa negara untuk memperluas pandangan di luar batas negara itu sendiri. 
Selain itu menurut Luoto (2023) perbandingan pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-
prinsip comparable (layak dibandingkan), setaraf, dan relevansi aspek perbandingan. Dengan demikian, 
maka akan terlihat persamaan dan perbedaan pendidikan kewarganegaraan di kedua negara. Pembahasan 
pada artikel ini difokuskan pada kebijakan nasional dan konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan di 
Amerika Serikat dan Indoensia. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu (1) untuk mendeskripsikan 
pengembangan pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari aspek kebijakan nasional di negara Amerika 
Serikat dan Indonesia, dan (2) untuk mendeskripsikan pengembangan pendidikan kewarganegaraan ditinjau 
dari aspek konten kurikulum di negara Amerika Serikat dan Indoenesia. 

Metode 

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Literatur review yang bersumber dari bahan 
bacaan primer berupa artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional maupun jurnal internasional. 
Literature review adalah sebuah metode penelitian yang melibatkan analisis terhadap literatur atau karya 
tulis yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang sedang dibahas. Metode ini digunakan dalam 
berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu sosial. literature review adalah metode yang penting dalam penelitian 
karena membantu mengidentifikasi penelitian terdahulu, menyediakan konteks teoritis, menyajikan bukti 
pendukung, mengidentifikasi metode penelitian yang sesuai, dan mengidentifikasi kekurangan pengetahuan 
dalam bidang tertentu. Dengan memanfaatkan literatur terdahulu, peneliti dapat membangun dasar teoritis 
yang kuat, merumuskan pertanyaan atau hipotesis yang relevan, dan merancang metode penelitian yang 
efektif. Hasil review dengan berbagai ahli pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diperkuat dengan 
berbagai literatur dan referensi yang ada baik di jurnal nasional, jurnal internasional dan buku yang relevan 
dan kompatibel. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia 

Pendidikan kewarganegaraan di sudah berkembang sejak era kolonial. Pada masa pemerintahan Hindia 
Belanda, pendidikan kewarganegaraan di kenal dengan istilah Burgerkunde. Pembelajaran pada masa itu 
dilakukan dengan tujuan agar masyarakat patuh kepada pemerintahan Hindia Belanda dan tidak 
menganggap Belanda sebagai musuh dengan pengenalan akan hak dan kewajiban terhadap Hindia Belanda 
(Setyaningrum & Misbah, 2023). Dengan demikian, rakyat Indonesia dapat mendukung penuh kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia belanda. Pada masa kolonial Jepang, sistem pendidikan 
versi Hindia Belanda dihapus. Sistem pendidikan tanpa kasta diterapkan agar semua kalangan bisa merasakan 
pendidikan. Namun tak berapa lama kemudian, Jepang mengarahkan pendidikan untuk menanamkan ajaran 
Hakko Ichiu sehingga misi Nipponize berhasil. Sistem pendidikan yang diterapkan oleh Jepang terkesan untuk 
menarik simpati masyarakat agar mau membela Jepang dalam Perang Dunia. 
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Cikal bakal pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan dapat di lihat pada tahun 1947 ketika dalam 
kurikulum “Rentjana Pelajaran” Sekolah Rakyat sudah ada tujuan untuk membentuk dan membangun warga 
negara yang cerdas, demokratis, dan religius, namun tujuan ini belum terwadahi dalam mata pelajaran khusus 
dengan nama pendidikan kewarganegaraan dan sejenisnya (Hillygus & Holbein, 2023). Muatan ini diwadahi 
dalam Budi Pekerti (kelas 1 s/d 4) dan Pendidikan Agama (kelas 4 s/d 6). Menurut Alhamuddin (2014), 
kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka masih meniru rencana pembelajaran yang ada di masa kolonial. 
Pendidikan kewarganegaraan secara nomenklatur baru muncul sepuluh tahun kemudian (1957) dengan nama 

Kewarganegaraan. Mata pelajaran kewarganegaraan diperkenalkan bersamaan dengan mata pelajaran tata 

negara dan tata hukum yang membahas tentang negara. Pada awal kemunculannya, kewarganegaraan hanya 

bermuatan hak dan kewajiban warga negara serta cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.  

Hanya berselang dua tahun, mata pelajaran Civics diperkenalkan sebagai pengganti kewarganegaraan 
pada tahun 1959. Perubahan terjadi sebagai respon perubahan arah politik negara Indonesia waktu itu 
dimana UUD 1945 diberlakukan kembali untuk menggantikan UUDS (Undang- Undang Dasar Sementara) 
1950. Adapun materi yang wajib diajarkan adalah Sejarah Nasional, Sejarah Proklamasi, UUD 1945, 
Pancasila, dan Pidato-pidato Kenegaraan Presiden. Metode pembelajaran di masa ini cenderung bersifat 
indoktrinasi. Hal ini tercermin dari buku yang dijadikan pegangan, yakni “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” 
yang berisikan: 1) lahirnya Pancasila; 2) UUD 1945; 3) manifesto politik; 4) pidato presiden tanggal 17 
Agustus 1960 (Penemuan Kembali Revolusi Kita); 5) pidato presiden di depan PBB tanggal 30 September 
1960 (The World A New); 6) Manipol-usdek (manifesto politik dan UUD 1945, Sosialisme Indonesia, 
Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). 
Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1962, Civics berganti nama menjadi Kewargaan Negara. Penggantian 

nomeklatur ini merupakan anjuran dari Dr. Sahardjo, S.H yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri 

Kehakiman dengan dasar tujuan yang ingin diwujudkan , yaitu membentuk warga negara yang baik 

(Kurniawan, 2018). Namun perubahan politik yang terjadi akibat peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 

dan diikuti peristiwa penyerahan surat perintah 11 Maret 1966 oleh Soekarno kepada Soeharto berdampak 

pula pada kebijakan pendidikan termasuk kewargaan negara. 

Pada tahun 1968 diperkenalkan kurikulum baru yang di kenal dengan nama Kurikulum 1968. 
Kurikulum ini menekankan pada pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat 
jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama 
(Alhamuddin, 2014). Materi pendidikan kewarganegaraan yang ada di masa orde lama dianggap sudah tidak 
relevan oleh orde baru. Sebagai gantinya, pada kurikulum 1968, diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan 
Kewargaan Negara yang mempelajari tentang: 1) Pancasila, 2) UUD 1945, 3) Ketetapan-Ketetapan MPRS 
1966, 1967, dan 1968, termasuk GBHN, 4) Hak Asasi Manusia, dan 5) beberapa materi yang bermuatan 
sejarah, geografi, dan ekonomi (Sunarso, 2012). Pembagian materi dalam berbagai jenjang pun terlihat lebih 
kompleks. Untuk tingkat SD, materi yang harus diajarkan yakni: 1) Pengetahuan Kewargaan Negara, 2) Sejarah 
Indonesia, dan 3) Ilmu Bumi. Untuk tingkat SMP, materinya yakni: 1) Sejarah kebangsaan, 2) kejadian pasca 
kemerdekaan, 3) Pancasila, 4) UUD 1945, dan 5) Ketetapan MPR. Sementara untuk SMA, yakni uraian dari 
pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dihubungkan dengan sejarah, tata negara, ekonomi, dan ilmu bumi. 

Pada tahun 1973, melalui GBHN 1973 pemerintah mulai menekankan tentang orientasi pendidikan 
kewarganegaraan yakni pembentukan warga negara yang Pancasilais. Melalui produk GBHN, pemerintah 
mengubah muatan dalam pendidikan kewargaan negara dari kurikulum 1968 menjadi bermuatan nilai-nilai 
dalam sila Pancasila serta pesan-pesan tentang pembangunan Indonesia (Samsuri, 2012). Sebutan 
Pendidikan Moral Pancasila (PMP) digaungkan sebagai pengganti Pendidikan Kewargaan Negara pada 
kurikulum 1975. Selain itu, melalui Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, maka materi mata 
pelajaran PMP juga didominasi oleh materi P-4 sehingga bisa dikatakan bahwa P-4 menjadi arah atau 
pedoman warga negara Indonesia dalam bertingkah laku. Materi P-4 tetap dipertahankan sebagai bagian dari 
PMP pada kurikulum 1984. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dengan 
penyempurnaan pada tujuan pembelajaran pada aspek afektif, kognitif dan psikomotor. PMP sebagaimana 
difungsikan sebagai pendidikan karakter bangsa masih diajarkan dengan berkutat sebatas aspek kognitif. 
Padahal, dimensi PPKn sangat luas tidak hanya terbatas pada dimensi moral saja (Crone et al., 2018). 
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Melalui Kurikulum 1994 sebagai salah satu wujud perbaikan sistem pendidikan dan implementasi UU 
No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional (SPN) diperkenalkan Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) sebagai integrasi pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang 
muncul dalam UU SPN tersebut. Berdasarkan fungsi tersebut, maka fungsi yang dijalankan oleh PPKn tidak 
hanya sebatas pendidikan moral saja (menanamkan nilai-nilai karakter), namun juga sebagai pendidikan 
politik (membina kesadaran warga negara terhadap sesama dan negaranya).Di era reformasi sekarang, 
pendidikan kewarganegaraan bahkan memiliki perkembangan paradigma baru yang sangat kompleks. 
Pendidikan kewarganegaraan dituntut harus memiliki struktur keilmuan yang kuat agar dapat menjadi 
wahana mencapai tujuan yang digariskan oleh pemerintah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan nasional, yakni: 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. 

Poin penting dari UU Sisdiknas ini yakni pendidikan secara umum berfokus pada pembentukan 
kepribadian manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia selain sebagai transfer ilmu. Pentingnya 
pendidikan kewarganegaraan di masa ini untuk medukung dan mewujudkan fungsi pendidikan nasional 
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Menurut Darling-Hammond dan McGuire (2023), visi dari 
PPKn di era reformasi yakni meningkatkan kompetensi siswa agar mampu menjadi warga negara yang 
berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Oleh karena itu, berdasarkan 
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, menjadi pelajaran wajib disemua jenjang 
pendidikan (SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi). Menurut Fuentes-Moreno et al. (2020), warga negara 
yang berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis harus memiliki civic 
competences seperti yang dikemukakan oleh Bronson yaitu civic disposition (karakter kewarganegaraan), civic 
knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) dan civic skills (keterampilan kewarganegaraan). Oleh karena itu, 
tiga konsep civic competences ini wajib dimiliki untuk mewujudkan good citizenship dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang paham akan hak dan kewajibannya. 

Dalam Kurikulum 2013, pendidikan kewargangeraan mengalami penguatan secara metodologi, dimana 
penekanannya diarahkan tidak hanya dalam aspek afektif dan kognitif, namun juga mengembangkan aspek 
spikomotor. Hal ini sejalan dengan tujuan kurikulum 2013 menghasilkan insan Indonesia yang produktif, 
kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 
Nomenklatur PPKn pun kembali digunakan dalam pembelajaran. Posisi PPKn makin disempurnakan 
dengan adanya Kurikulum 2020 yang dikenal dengan nama Merdeka Belajar. Kurikulum yang di gagas oleh 
Mendikbud ini memiliki tiga gagasan utama, yakni: 1) teknologi untuk akselerasi, 2) keberagaman sebagai 
esensi, dan 3) profil pelajar Pancasila. Secara substansi, keberagaman dan profil pelajar Pancasila jelas 
berkaitan dengan PPKn. Internalisasi nilai-nilai keberagaman dan kearifan lokal diinternalisasikan dalam 
pembelajaran untuk menghasilkan pelajar Pancasila yang mempunyai profil bernalar kritis, kemandirian, 
kreatif, gotong royong, kebinekaan global dan berakhlak mulia. 

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bagaimana dinamika pendidikan kewarganegaraan di 
Indonesia. Secara substansi, pendidikan kewarganegaraan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Setelah 
kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan selalu 
dipengaruhi oleh pemerintahan yang berkuasa. Hal ini sebagaimana menurut Österman dan Robinson 
(2022), bahwa perkembangan kewarganegaraan tidak terlepas dari pengaruh dan kepentingan politik 
penguasa. Hal tersebut tersebut juga dipengaruhi oleh kebutuhan zaman sehingga tuntutan dalam 
pendidikan kewarganegaraan selalu dinamis tanpa menghilangkan makna substantif dari pendidikan 
kewargangeraan itu sendiri. 

Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika 

Di Amerika Serikat, keputusan kurikuler diserahkan kepada masing-masing negara bagian mengenai 
bagaimana cara yang akan digunakan dalam mempromosikan kewarganegaraan dan bagaimana cara 
mempromosikannya, sementara Standar Nasional hanya menyarankan konten. Hal ini sebagaimana 
dikatakan oleh Morais dan Ogden (2010) bahwa: 1) no national policy for civics (voluntary curriculum standards) 
states and local districts de"ne curriculum; 2) national Standards suggest content; 3) civics is traditionally infused across the 
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social studies curriculum and often one year of a formal civics course is required in secondary school; 4) informal civics training 
occurs in service-learning projects and extracurricular activities. Pada kurikulum, pengetahuan/nilai yang 
dipromosikan pendidikan kewarganegaraan yaitu, pertama, penekanan pada pengembangan warga negara 
yang produktif yang dapat menggunakan hak mereka sebagai warga negara baik di arena nasional maupun 
internasional; kedua, mendorong partisipasi yang penuh informasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan 
politik oleh warga negara yang kompeten berkomitmen pada nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip 
demokrasi konstitusional; ketiga, membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk membuat 
keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat 
demokratis yang beragam secara budaya dalam dunia yang saling bergantung Morais dan Ogden (2010). 
Pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat menggunakan pendekatan integrated sebagai bagian dari suatu 
mata pelajaran terpadu social studies. Terdapat pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat 
dasar dan menengah di Amerika Serikat. Berikut disajikan dalam tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. Pengorganisasian Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Dasar 

 

Country Terminology Approach Hours per week 

USA Kentucky Social studies Statutory core integrated Time specified per week 

varies 

Sumber: (Kerr, 1999) 

Tabel 2. Pengorganisasian Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Menengah 

Country Terminology Approach Hours per week 

USA Kentucky Social studies including 

civics and government 

Statutory core and separated 

and integrated 

Time specified per week 

varies among state 

Sumber: (Kerr, 1999) 

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah pembentukan budaya politik siswa yang terungkap dasar 
yang diperlukan dari budaya ideologis seseorang. Sifat khusus dari pendidikan politik adalah masyarakat 
dalam tugas-tugas tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan konsensus politik pandangan dunia 
multikultural yang disediakan oleh sistem pendidikan kewarganegaraan. Arah utama pendidikan 
kewarganegaraan di Amerika Serikat adalah pengembangan kesadaran politik nilai budaya, kesadaran 
hukum, budaya hubungan antar etnis, motivasi kerja, pendidikan nilai moral. Pemahaman tentang 
kebebasan. Di samping itu, yang paling penting adalah gagasan tentang lingkungan multikultural, yang 
bertujuan mempersiapkan setiap warga negara untuk hidup berdampingan. Oleh sebab itu pendidikan 
kewarganegaraan di Amerika Serikat berfokus pada pembentukan warga negara yang multicultural tidak 
terbatas pada etnosentrisme (Banks, 2020). Pengembangan kapasitas kurikulum pendidikan kewarganegaraan 
di Amerika Serikat yaitu materi kurikulum dibuat oleh sejumlah organisasi seperti The Center for Civic 
Education (CCE) dan The National Council for Sicial Studies (NCSS). Variabel pengembangan guru 
menurut negara bagian dilakukan dengan koordinasi nasional melalui organisasi seperti CCE dan NCSS. 
Strategi implementasi kurikulum dilakukan secara tersebar dan tidak terorganisir (Hayes et al., 2023). 

Kebijakan Nasional Pendidikan Kewarganegaraan di Amerika Serikat 

Kekuasaan dapat memberikan corak dari setiap kebijakan yang akan diambil oleh pengambil kebijakan 
(negara). Penguasa dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki dapat menentukan ingin seperti apa aspek-
aspek kehidupan yang harus dijalankan menurut kepentigannya. Tidak hanya pada aspek kenegaraan, 
ekonomi, sosial, budaya, bahkan pendidikan pun dapat dijadikan alat penguasanya. Dalam konteks 
pendidikan, menurut Li et al. (2023) pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses penggalian dan 
pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan adalah usaha untuk terusmenerus menyusun 
kembali dan menata ulang pengalaman hidup peserta didik. Pendidikan harus memampukan peserta didik 
untuk menafsirkan dan memaknai rangkaian pengalamannya sedemikian rupa sehingga ia terus bertumbuh 
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dan diperkaya oleh pengalaman tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan adalah subjek yang bertanggung 
jawab tentang bagaimana membentuk warga negara yang baik (Joris & Agirdag, 2019). 

Pengembangan kebijakan pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh negara, hal ini dapat dilihat 
melalui keterlibatan negara dalam merancang dan mengarahkan kurikulum sekolah dalam menanamkan 
nilai-nilai kewarganegaraan pada siswa. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang baik menurut Olibie 
dan Akudolu harus memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi atau memberikan makna atau 
signifikansi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di bumi, seperti ide atau konsep 
termasuk patriotisme dan hak-hak minoritas, masyarakat sipil, dan konstitualisme. Pendidikan 
kewarganegaraan secara luas mencerminkan sistem pemerintahan yang berlaku di setiap negara. Di Amerika 
Serikat, keputusan kurikuler diserahkan kepada masing-masing negara bagian mengenai bagaimana cara 
yang akan digunakan dalam mempromosikan kewarganegaraan dan bagaimana cara mempromosikannya, 
sementara Standar Nasional hanya menyarankan konten. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Morais dan 
Ogden (2010) bahwa: 1) no national policy for civics (voluntary curriculum standards) states and local 
districts dene curriculum; 2) national Standards suggest content; 3) civics is traditionally infused across the 
social studies curriculum and often one year of a formal civics course is required in secondary school; 4) 
informal civics training occurs in service-learning projects and extracurricular activities. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan 
kewarganegaraan dalam menentukan kurikulum diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan 
Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 
15.358 distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan. 
Sehingga menurut hemat penulis, karakteristik utama kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Amerika 
Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada 
Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sistem sekolah di Amerika 
Serikat semuanya menganut sistem desentralisasi karena tidak ada ketentuan konstitusi yang menyatakan 
pendidikan diatur oleh pemerintah federal. Artinya semua sistem sekolah ada di bawah kewenangan negara 
bagian. Hal ini membawa implikasi kebijakan tentang keuangan dan pengelolaan sekolah, kurikulum, dan 
pembelajaran, pengadaaan buku teks dan materi kurikuler lainnya, pengadaan guru, dan upaya pembaruan 
berada pada kewenangan pemerintah negara bagian. 

Pendidikan kewarganegaraan secara tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum studi sosial dan 
seringkali dalam satu tahun diperlukan kursus kewarganegaraan formal di sekolah menengah. Menurut Levy 
et al. (2023) mengartikan social studies atau disebut juga studi sosial sebagai studi terintegrasi dari ilmu-ilmu 
sosial dan humaniora untuk mempromosikan dan membangun kompetensi warga negara, dengan tujuan 
utama untuk membantu generasi muda mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang jernih dan 
bernalar untuk kepentingan umum sebagai warga negara dalam masyarakat yang beragam dan mendunia. 
Selain itu, pelatihan kewarganegaraan secara informal diberikan dalam proyek-proyek pembelajaran layanan 
dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Konten Kurikulum PKn di Amerika 

Sederet generalisasi dapat ditawarkan tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dikonstruksi 
sebagai bagian dari kurikulum sekolah. Di Amerika Serikat, beberapa siswa mempelajari `Civics and 
Government atau Civics dan nilai-nilai kewarganegaraan dimasukkan ke dalam kurikulum studi sosial. 
Pendidikan kewarganegaraan biasanya ditugaskan untuk studi sosial bidang kurikulum, penilaian 
pembelajaran kewarganegaraan bukan merupakan elemen kunci dari latihan penilaian masuk perguruan 
tinggi. Buku teks disediakan di negara bagian yang memiliki komponen pendidikan 
kewarganegaraan, tetapi hal ini bersifat opsional. Sementara kegiatan berbasis masyarakat misalnya KKN di 
luar sekolah juga digalakkan secara aktif. Dalam hal fokus isi kurikulum, delapan kelompok nilai 
dipromosikan ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dalam semua program yaitu, penanaman diri, nilai-
nilai keluarga, nilai-nilai demokrasi, pemerintahan yang adil, kehidupan ekonomi, kohesi/ keragaman sosial, 
masyarakat sipil, dan identitas nasional. Amerika Serikat lebih menekankan pada bidang-bidang yang terkait 
dengan demokrasi, proses politik, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar bebas. 

Amerika Serikat tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, namun 
ada rumusan tentang tujuan pendidikan yang berlaku secara nasional. Tujuan sistem pendidikan Amerika 
Serikat secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut: 1) untuk mencapai kesatuan dalam 
keragaman; 2) untuk mengembangkan cita-cita dan praktik demokrasi; 3) untuk membantu pengembangan 
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individu; 4) untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat; dan 5) untuk mempercepat kemajuan nasional. 
Sementara tujuan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat cenderung menekankan nilai-nilai yang 
berfokus pada hak dan tanggung jawab warga negara, keragaman sosial, dan pengetahuan kontroversial. 

Menurut Ardoin et al. (2022) pendidikan kewarganegaraan harus terdiri tidak hanya pengetahuan, nilai 
dan keterampilan, tetapi juga mencakup penerapan pengetahuan, nilai dan keterampilan tersebut dalam situasi 
kehidupan nyata dengan berpartisipasi secara aktif. Dalam kurikulum Amerika Serikat, pengetahuan/nilai 
yang dipromosikan pendidikan kewarganegaraan yaitu, pertama, penekanan pada pengembangan warga 
negara yang produktif yang dapat menggunakan hak mereka sebagai warga negara baik di arena nasional 
maupun internasional; kedua, mendorong partisipasi yang penuh informasi dan bertanggung jawab dalam 
kehidupan politik oleh warga negara yang kompeten berkomitmen pada nilai-nilai fundamental dan prinsip-
prinsip demokrasi konstitusional; ketiga, membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan untuk 
membuat keputusan yang terinformasi dan beralasan untuk kepentingan publik sebagai warga negara dari 
masyarakat demokratis yang beragam secara budaya dalam dunia yang saling bergantung (Morais & Ogden, 
2010). Sementara menurut Alazmi (2021) pendidikan kewarganegaraan dalam social science atau social studies di 
Amerika Serikat pada dasarnya bermuara pada gagasan mengenai the ideal citizen sebagai informed and reasoned 
decision maker yang competent, confident, and committed. Seorang warga negara yang demokratis seharusnya tampil 
sebagai pengambil keputusan yang cerdas dan bernalar (informed and reasoned decision maker). Oleh karena itu 
dibutuhkan knowledge (pengetahuan), skills: civic participation (keterampilan partisipasi warga negara), serta beliefs: 
civic virtues (kepercayaan berupa kebajikan warga negara). Menyatunya ketiga aspek tersebut akan 
menghasilkan warga negara yang berkemampuan (competent), berkeyakinan diri (confident) dan kesediaan untuk 
berbakti dan mengabdikan diri (commitment). 

Di Amerika Serikat, pendidikan kewarganegaraan menggunakan pendekatan integrated sebagai bagian 
dari suatu mata pelajaran terpadu social studies. Terdapat pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan 
pada tingkat dasar dan menengah di Amerika Serikat. Berdasarkan tabel 1 pada hasil, dapat diketahui 
pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan dasar di Amerika Serikat termuat 
dalam mata pelajaran social studies. Kedudukan dalam program pendidikan bersifat wajib yang dikemas sebagai 
materi inti yang terintegrasi (statutory core integrated). Beban belajar untuk setiap negara bagian bervariasi. 
Sementara pada tingkat pendidikan menengah disajikan pada tabel 2, dapat diketahui bahwa pengorganisasian 
pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan menengah di Amerika Serikat termuat dalam mata 
pelajaran social studies dalam materi kajian Civics and Government. Kedudukan dalam program pendidikan 
bersifat wajib yang dikemas sebagai materi inti yang terintegrasi atau berdiri sendiri. Beban belajar pada setiap 
negara bagian bervariasi. berdasarkan kedua tabel tersebut, terlihat bahwa cara pengorganisasian pendidikan 
kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Amerika Serikat 
menggunakan pendekatan integrated di semua tingkatan, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai bagian 
dari suatu mata pelajaran terpadu social studies. 

Social studies juga mengidentifikasi adanya suatu pendidikan kewarganegaraan dalam kontinuum minimal 
dan maksimal (Kerr, 1999). Setiap kontinum memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat mempengaruhi 
definisi dan pendekatan pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik dari kontinum minimal dan maksimal 
dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 3. Kontinum Pendidikan Kewarganegaraan 

Minimal Maximal 
Thin Thick 

Exclusive Inclusive 

Elitist Activist 

Civics education Citizenship education 

Formal Partisipative 

Content led Process led 

Knowledge based Values based 

Didactic transmission Interactive interpretation 

Easer to achieve and 

measure in practice 

More difficult to achieve 

and measure in practice 
Sumber: (Kerr, 1999) 
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Berdasarkan tabel di atas, interpretasi minimal mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan secara 
sempit yang hanya mewadahi aspirasi tertentu, berbentuk pengajaran kewarganegaraan, bersifat formal, 
terikat oleh isi, berorientasi pada pengetahuan, menitikberatkan pada proses pengajaran, dan hasilnya 
mudah diukur. Sementara interpretasi maksimal mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan secara luas 
yang mewadahi berbagai aspirasi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, kombinasi pendekatan formal 
dan informal dengan menitikberatkan pada partisipasi peserta didik melalui pencarian isi dan proses 
interaktif di dalam maupun di luar kelas, hasilnya lebih sukar dicapai dan diukur karena kompleksnya hasil 
belajar. Hal serupa diungkapkan oleh McLaughlin (1992) yang membedakan antara kewarganegaraan 
minimal dan maksimal. Warga negara minimal, pada dasarnya patuh pada pemerintah yang diwujudkan 
dengan sikap taat hukum dan berjiwa publik tetapi dengan pertimbangan rasional dan penentuan nasib 
sendiri yang terbatas. Sementara warga negara maksimal adalah secara aktif mempertanyakan dan telah 
mencapai perspektif kritis yang tinggi tentang semua hal penting. Dengan demikian menurut hemat penulis 
pendidikan kewarganegaraan minimal hanya sebatas transfer pengetahuan, sementara pendidikan 
kewarganegaraan maksimal lebih dari itu hingga dapat membentuk warga negara pada taraf kritis terhadap 
hal-hal penting mengenai kewarganegaraan. Jika dianalisis berdasarkan kontinum tersebut, maka pendidikan 
kewarganegaraan di Amerika Serikat lebih mendekat pada kontinum maksimal. 

Kesimpulan 

Perkembangan pendidikan kewarganegaran di Indonesia dan Amerika terjadi secara dinamis sesuai 
dengan latar belakang sejarah negara tersebut. Muara dari pendidikan kewarganegaraan kedua negara juga 
memiliki kesamaan yakni membentuk pribadi warga negara sebagai good citizenship yang aktif dalam 
membangun negara. Perbedaan mendasar dari dinamika pendidikan kewarganegaraan keduanya adalah 
substansi pendidikan kewarganegaraan yang berbeda sedari awal kemunculan pendidikan kewarganegaraan 
itu sendiri. Burgerkunde sebagai cikal bakal pendidikan kewarganegaraan di Indonesia oleh Belanda 
dijadikan sebagai alat untuk menanamkan kepatuhan masyarakat kepada pemerintah Hindia Belanda, 
sementara di amerika sedari awal menanamkan pembentukan nilai moral pada pendidikan moral dan 
penegakan kekuatan hukum. Karakteristik utama kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat 
yaitu menonjolnya desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui tanggung jawab dan inisiatif kebijakan 
pendidikan kewarganegaraan dalam menentukan kurikulum diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat 
Provinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Sistem sekolah di Amerika Serikat 
semuanya menganut sistem desentralisasi karena tidak ada ketentuan konstitusi yang menyatakan 
pendidikan diatur oleh pemerintah federal. Artinya semua sistem sekolah ada di bawah kewenangan negara 
bagian. Hal ini membawa implikasi kebijakan tentang keuangan dan pengelolaan sekolah, kurikulum, dan 
pembelajaran, pengadaaan buku teks dan materi kurikuler lainnya, pengadaan guru, dan upaya pembaruan 
berada pada kewenangan pemerintah negara bagian. Pengorganisasian pendidikan kewarganegaraan dalam 
kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Amerika Serikat menggunakan pendekatan 
integrated di semua tingkatan, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai bagian dari suatu mata 
pelajaran terpadu social studies. Dalam hal fokus isi kurikulum, delapan kelompok nilai dipromosikan ke 
tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dalam semua program yaitu, penanaman diri, nilai- nilai keluarga, 
nilai-nilai demokrasi, pemerintahan yang adil, kehidupan ekonomi, kohesi/ keragaman sosial, masyarakat 
sipil, dan identitas nasional. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat cenderung 
menekankan nilai-nilai yang berfokus pada hak dan tanggung jawab warga negara, keragaman sosial, dan 
pengetahuan kontroversial. Pada kurikulum Amerika Serikat, pengetahuan/nilai yang dipromosikan 
pendidikan kewarganegaraan yaitu, pertama, penekanan pada pengembangan warga negara yang produktif; 
kedua, mendorong partisipasi politik warga negara yang kompeten sesuai prinsip demokrasi konstitusional; 
ketiga, membekali siswa untuk mengembangkan kemampuan membuat keputusan yang bijak untuk 
kepentingan publik sebagai warga negara dari masyarakat demokratis. Untuk menghasilkan warga negara 
yang berkemampuan (competent), berkeyakinan diri (confident) dan bersedia untuk berbakti dan 
mengabdikan diri (commitment), dibutuhkan knowledge (pengetahuan), skills: civic participation 
(keterampilan partisipasi warga negara), serta beliefs: civic virtues (kepercayaan berupa kebajikan warga 
negara). Pendidikan kewarganegaraan Amerika Serikat mengarah lebih dekat ke pendidikan 
kewarganegaraan maksimal, yaitu “Pendidikan untuk kewarganegaraan” yang mencakup pendekatan 
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pendidikan tentang kewarganegaraan dan pendidikan melalui kewarganegaraan yang mengkaitkan 
pendidikan kewarganegaraan dengan pengalaman pendidikan seluruh siswa.. 
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